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2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Teori Akuntansi 
Menurut  Astika (2011) teori akuntansi adalah adanya perbedaan cara 
pandang atau dimensi peneliti. Perbedaan muncul akibat perbedaan era peneliti 
dalam memandang dan pemakai data akuntansi, lingkungan pemakai dan penyaji 
data berperan. Perbedaan muncul dari perbedaan pendekatan terhadap 
pembentukan suatu teori akuntansi.  
Menurut Suwardjono (2011) Suatu penalaran logis mengevaluasi dan 
mengembangkan praktik akuntansi juga merupakan pengertian Teori akuntansi. 
Hasil penalaran logis yang  dimaksud adalah suatu rerangka konseptual menjadi 
semacam konstitusi akuntansi. Adanya tujuan sosial yang harus dicapai akuntansi 
menjadikan pertimbangan nilai (value judgment). 
Pada dasarnya kedua definisi di atas memiliki makna dan arti bahwa teori 
akuntansi adalah cara pandang dan penalaran logis untuk mengevaluasi dan 
mengembangkan praktik akuntansi. 
2.1.2 Akuntansi Sektor Publik 
Menurut Hafiz (2014) Akuntansi Sektor Publik atau Akuntansi 
Pemerintahan Daerah adalah proses pencatatan, penggolongan serta 
pengikhtisaran dengan cara tertentu dengan ukuran moneter, transaksi, dan 
kejadian-kejadian yang pada umumnya bersifat keuangan termasuk laporan hasil 
penyelenggaraan urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
NKRI.  
Menurut Bastian (2010) Akuntansi Sektor Publik merupakan mekanisme 
teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat pada 
lembaga-lembaga tinggi negara serta departemen dibawahnya, pemerintah daerah, 




Menurut Bastian (2010:7) Elemen Akuntansi Sektor Publik adalah bagian-
bagian yang dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen keuangan publik. Berikut 
adalah elemen-elemen yang ada dalam akuntansi sektor publik : 
 a. Perencanaan Publik; 
 b. Penganggaran Publik; 
 c. Realisasi Anggaran; 
 d. Pengadaan Barang dan Jasa Publik; 
 e. Pelaporan Keuangan Sektor Publik; 
 f. Audit Sektor Publik; 
 g. Pertanggungjawaban Publik. 
 
Berikut ini penjelasan mengenai elemen-elemen akuntansi sektor publik 
yang telah disebutkan : 
a. Perencanaan Publik 
Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan yang tepat dimasa 
depan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang 
tersedia (UU RI No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional Pasal 1). Proses perencanaan yang dilaksanakan 
ini akan menentukan aktivitas dan fokus strategi organisasi sektor publik, 
dimana tujuan dari perencanaan publik adalah perencanaan pencapaian 
kesejahteraan publik secara bertahap dan sistematik. 
b. Penganggaran Publik 
Berdasarkan UU No 17 Tahun 2003, anggaran adalah alat akuntabilitas, 
manajemen dan kebijakan ekonomi. Sebagai alat kebijakan ekonomi, 
anggaran berfungsi mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas 
perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan 
negara. Anggaran menjabarkan rencana yang mendetail atas pendapatan 
dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat 
dipertanggungjawabkan kepada publik yang ditentukan oleh tiga faktor: 
1. Kebijakan keuangan secara menyeluruh ditentuksn oleh lembaga 
setingkat departemen atau lembaga pelaksana tertinggi  
2. Dukungan politis berbagai lembaga 




c. Realisasi Anggaran Publik 
Realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang 
telah direncanakan dan ditetapkan dalam program serta kegiatan yang 
nyata. Artinya, fokus pelaksanaan anggaran tertuju pada operasionalisasi 
program atau kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Selain itu, 
realisasi anggaran publik juga menunjuk pada arahan atau pengendalian 
sistematis dari proses-proses yang mengubah input menjadi barang dan 
jasa, yang terdiri dari kegiatan persiapan, proses pelaksanaan dan 
penyelesaian. 
d. Pengadaan Barang dan Jasa Publik 
Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara dan tindakan dalam 
menyediakan barang serta jasa kepada masyarakat atau public. Barang dan 
jasa yang disediakan merupakan bentuk pelayanan dalam memenuhi 
kebutuhan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. 
e. Pelaporan Keuangan Sektor Publik 
Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang 
menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh 
berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan 
tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi 
pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja serta realisasi 
pembiayaan. 
f. Audit Sektor Publik 
Audit sektor public merupakan suatu investigasi independen terhadap 
beberapa aktivitas khusus. Pengujian atas laporan keuangan, laporan 
kinerja dan laporan lainnya oleh auditor independen bertujuan untuk 
mengekspresikan suatu opini yang jujur tentang posisi keuangan, hasil 
operasi, kinerja dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi.  
g. Pertanggungjawaban Publik 
Dalam organisasi sektor publik, pertanggungjawaban atau akuntabilitas 
adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para 
pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang 
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memiliki kepentingan (stakeholder) berdasarkan sisitem pemerintahan 
yang berlaku. 
2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
APBD adalah bagian dari perencanaan yang berkaitan dengan anggaran 
yang digunakan dalam melaksanakan roda pemerintahan. Menurut Permendagri 
Nomor 21 Tahun 2011: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah 
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), 
dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 
Unsur-unsur APBD menurut Halim (2012:22) adalah :  
1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci. 
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk 
menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya 
biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaranpengeluaran 
yang akan dilaksanakan. 
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. 
4. Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun. 
Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi masa satu 
tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas:  
1. Anggaran Pendapatan, terdiri atas:  
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, restribusi 
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.  
b. Bagian Dana Perimbangan, yaitu meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), 
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).  
c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah seperti dana hibah atau dana darurat.  
2. Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas 
pemerintahan di daerah.  
3. Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa APBD adalah 
rencana keuangan tahunan pemerintah daerah Indonesia yang disetujui oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
2.1.4 Belanja Modal 
Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya 
melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan 
selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan 
pada kelompok belanja administrasi umum. Berdasarkan PP nomor 12 tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal di gunakan untuk 
pengeluaran yang di lakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau 
pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 
(dua belas) bulan untuk di gunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam 
bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan 
jaringan serta aset tetap lainnya. Sedangkan menurut PP nomor 12 tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan belanja modal sebagai 
berikut :  
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang di gunakan 
dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset 
lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi 
serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset 
lainnya yang di tetapkan oleh pemerintah di mana aset tersebut di 
pergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan 
kerja bukan untuk di jual.  
Pada dasarnya ketiga definisi di atas memiliki makna dan arti yang sama, 
belanja modal di gunakan untuk mendapatkan aset tetap Pemerintah Daerah 
seperti peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Secara teoritis 
ada 3 (tiga) cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun 
sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli. 
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Per-
33/PB/2008, suatu belanja di kategorikan sebagai belanja modal apabila:  
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a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset 
lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas. 
b. Pengeluaran tersebut melebihi minimum kapasitas aset tetap atau aset 
lainnya yang telah di tetapkan oleh pemerintah.  
c. Perolehan aset tetap tersebut di niatkan bukan untuk di jual.  
d. Pengeluaran tersebut dilakukan sesudah perolehan aset tetap atau aset 
lainnya dengan syarat pengeluaran mengakibatkan masa manfaat, 
kapasitas, kualitas dan volume aset yang di miliki bertambah serta 
pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset 
tetap atau aset lainnya.  
Sedangkan menurut SAP belanja modal dikategorikan sebagai berikut :  
1. Pengeluaran mengakibatkan adanya perolehan asset tetap atau  asset 
lainnya yang dengan demikian menambah aset Pemda.  
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap atau 
aset lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemda.  
3. Perolehan asset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.  
2.1.4.1 Jenis Belanja Modal 
Dalam PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 
(SAP), belanja modal di kategorikan sebagai berikut : 
a. Belanja modal tanah 
Belanja modal tanah adalah pengeluaran/ biaya yang di gunakan untuk 
pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, 
pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat 
dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan 
sampai tanah di maksud dalam kondisi siap pakai.  
b.  Belanja modal gedung dan bangunan 
Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang di 
gunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian dan termasuk 
pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan 
gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan 
di maksud dalam kondisi siap pakai.  
c.  Belanja modal peralatan dan mesin 
Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/ biaya yang di gunakan 
untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian dan peningkatan kapasitas 
peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan masa manfaat 
lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin yang di maksud 
dalam kondisi siap pakai.  
d.  Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan 
Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/ biaya/ yang di 
gunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian dan peningkatan 
pembangunan/ pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk 
perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang 
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menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan yang di maksud dalam 
kondisi siap pakai.  
e.  Belanja modal fisik lainnya 
Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/ biaya yang di gunakan untuk 
pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan 
serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat di kategorikan ke 
dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan 
bangunan, jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja 
modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala 
dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal 
ilmiah. 
Tabel 2. 1 
Komponen Biaya yang dimungkinkan di dalam Belanja Modal 
No Jenis Belanja Modal 
Komponen biaya yang dimungkinkan di 
dalam Belanja Modal 
1. Belanja Modal Tanah  - Belanja Modal Pembebasan Tanah  
- Belanja Modal Pembayaran Honor Tim 
Tanah  
- Belanja Modal Pembuatan sertifikat Tanah  
- Belanja Modal Pengurungan dan 
Pematangan Tanah  
- Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah  
- Belanja Modal Perjalanan Pengadaan 
Tanah  
2. Belanja Modal Gedung 
dan Bangunan  
- Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan 
Bangunan  
- Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan 
Honor Pengelola Teknis Gedung dan 
Bangunan  
- Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung 
dan Bangunan  
- Belanja Modal Perencanaan dan 
Pengawasan Gedung dan Bangunan  
- Belanja Modal Perizinan Gedung dan 
Bangunan  
- Belanja Modal Pengosongan dan 
Pembongkaran Bangunan lama Gedung 
dan Bangunan  
- Belanja Modal Honor Perjalanan Gedung 
dan Bangunan  
3. Belanja Modal Peralatan 
dan Mesin  
- Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan 
Mesin  
- Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan 




- Belanja Modal Sewa Peralatan, Peralatan 
dan Mesin  
- Belanja Modal Perencanaan dan 
Pengawasan Peralatan dan Mesin 
- Belanja Modal Perizinan Peralatan dan 
Mesin  
- Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan 
Mesin  
- Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan 
Mesin 
4. Belanja Modal Jalan, 
Irigasi dan Jaringan  
- Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan 
Jembatan  
- Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan 
Honor Pengelola Teknis Jalan dan 
Jembatan 
- Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan 
Jembatan  
- Belanja Modal Perencanaan dan 
Pengawasan Jalan dan Jembatan  
- Belanja Modal Perizinan Jalan dan 
Jembatan  
- Belanja Modal Pengosongan dan 
Pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan 
Jembatan  
- Belanja Modal Perjalanan Jalan dan 
Jembatan  
- Belanja Modal Bahan Baku Irigasi dan 
Jaringan   
- Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan 
Honor Pengelola Teknis Irigasi dan 
Jaringan 
- Belanja Modal Perencanaan dan 
Pengawasan Irigasi dan Jaringan  
- Belanja Modal Perizinan Irigasi dan 
Jaringan  
- Belanja Modal Pengosongan dan 
Pembongkaran Bangunan lama Irigasi dan 
Jaringan  
- Belanja Modal Perjalanan Irigasi dan 
Bangunan  
5. Belanja Modal Fisik 
Lainnya  
-  Belanja Modal Bahan Baku Fisik Lainnya    
- Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan 
Honor Pengelola Teknis Fisik Lainnya  
- Belanja Modal Sewa Peralatan Fisik 
Lainnya  
- Belanja Modal Perencanaan dan 
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Pengawasan Fisik Lainnya   
- Belanja Modal Perizinan Fisik Lainnya  
- Belanja Jasa Konsultan Fisik Lainnya  
Sumber : Syaiful, KSAP, 2016. 
Aset tetap memiliki banyak unsur, rincian beberapa jenis belanja modal 
yang dapat di klasifikasikan sebagai berikut: 
Tabel 2.2  
Klasifikasi Belanja Modal 
Belanja Modal Tanah 
1 Belanja Modal Pengadaan Tanah Perkampungan 
2 Belanja Modal Pengadaan Tanah Pertanian 
3 Belanja Modal Pengadaan Tanah Perkebunan 
4 Belanja Modal Pengadaan Kebun Campuran 
5 Belanja Modal Pengadaan Hutan 
6 Belanja Modal Pengadaan Kolam Ikan 
7 Belanja Modal Pengadaan Tanah Danau/Rawa 
8 Belanja Modal Pengadaan Tanah Tandus/Rusak 
9 Belanja Modal Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput 
10 Belanja Modal Pengadaan Tanah pengguna lain 
11 Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung 
12 Belanja Modal Pengadaan Tanah Pertambangan 
13 Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
1 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat 
2 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Apung 
3 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bantu 
4 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 
5 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 
6 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor 
7 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor 
8 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara 
9 Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin 
10 Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin 
11 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur 
12 Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan 
13 Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan 
14 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 
15 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 
16 Belanja Modal Pengadaan Komputer 
17 Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 
18 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio 
19 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi 
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20 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar 
21 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran 
22 Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan 
23 Belanja Modal Pengadaan Unit-unit Laboratorium 
24 Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah 
25 Belanja Modal Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 
26 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 
27 Belanja Modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan 
28 Belanja Modal Pengadaan Radiator Aplication and Non Destructive 
Testing Laboratory (BATAM) 
29 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 
30 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 
31 Belanja Modal Pengadaan Senjata Api 
32 Belanja Modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api 
33 Belanja Modal Pengadaan Amunisi 
34 Belanja Modal Pengadaan Senjata Sinar 
35 Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 
1 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tempat Kerja 
2 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tempat Tinggal 
3 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara 
4 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah 
5 Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan 
6 Belanja Modal Pengadaan Candi 
7 Belanja Modal Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah 
8 Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan 
9 Belanja Modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti 
10 Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu 
11 Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 
1 Belanja Modal Pengadaan Jalan 
2 Belanja Modal Pengadaan Jembatan 
3 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi 
4 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut 
5 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Rawa 
6 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan 
Penanggulangan Bencana Alam 
7 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sumber Air dan Air Tanah 
8 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku 
9 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor 
10 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air 
11 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih 
12 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor 
13 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik 
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14 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Baku 
15 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik 
16 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik 
17 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pertahanan 
18 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gas 
19 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengaman 
20 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum 
21 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik 
22 Belanja Modal Pengadaan JaringanTelepon 
23 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Gas 
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 
1 Belanja Modal Pengadaan Buku 
2 Belanja Modal Pengadaan Terbitan 
3 Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan 
4 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 
5 Belanja Modal Pengadaan Alat Olahraga Lainnya 
6 Belanja Modal Pengadaan Hewan 
7 Belanja Modal Pengadaan Tanaman 
Sumber : KSAP, 2020. 
2.1.5 Pendapatan Asli Daerah 
Menurut Halim dalam Akuntansi Keuangan Daerah (2012) “Pendapatan 
adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau  
penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran 
bersangkutan”.  Berdasarkan Undang-undang nomor 33 tahun 2004, yang 
dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah “Pendapatan Asli Daerah yang 
selanjutnya disebut sebagai PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 
dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan”.  
Secara umum pengertian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 
sumber penerimaan daerah asli yang di gali di daerah tersebut untuk di gunakan 
sebagai modal dasar Pemerintah Daerah dalam membiayai pembangunan dan 
usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari Pemerintah 
Pusat. Namun perlu di ingat bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, daerah 
dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan 
ekonomi biaya tinggi, menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang 
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menghambat mobilitas pendidikan, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan 
kegiatan ekspor impor.  
Sumber pendapatan asli daerah meliputi :  
1. Pajak Daerah  
2. Retribusi Daerah  
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  
4. Lain-lain PAD yang sah  
2.1.5.1 Pajak Daerah 
 Pajak Daerah merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah, 
menurut Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2011) “Pajak adalah iuran rakyat 
kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan 
tiada mendapat jasa timbal yang langsung ditunjukan dan dapat digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum”. Berdasarkan pengertian tersebut, pajak ini 
bersifat memaksa sesuai ketentuan Undang-Undang dan juga pembayar pajak 
tidak dapat mendapatkan timbal balik secara langsung atas pajak yang telah 
dibayarkan. 
 Kewenangan Pemerintah dalam memungut pajak kepada masyarakat ini 
sesuai dengan pengertian pajak dalam Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2010 
tentang Pajak Daerah yang menyatakan bahwa: 
Konstribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya 
kemakmuran rakyat. 
 Pajak Daerah ini terdiri dari beberapa jenis pajak sesuai dengan ketetapan 
dalam  Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2010. Jenis-jenis pajak daerahnya yaitu: 
1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari: 
a. Pajak Kendaraan Bermotor; 
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 
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d. Pajak Air Permukaan; 
e. Pajak Rokok. 
2. Jenis Pajak Kabupaten dan Kota terdiri dari: 
a. Pajak Hotel; 
b. Pajak Restoran; 
c. Pajak Hiburan; 
d. Pajak Reklame; 
e. Pajak Penerangan Jalan; 
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
g. Pajak Parkir; 
h. Pajak Air Tanah; 
i. Pajak Sarang Burung Walet; 
j. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan; 
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
2.1.5.2 Retribusi Daerah 
Sumber Pendapatan lainnya yang dapat dimasukkan dalam pos Pendapatan 
Asli Daerah adalah Retribusi Daerah. Bila Pajak Daerah tidak memiliki hubungan 
timbal balik secara langsung terhadap pembayar pajak, maka retribusi Daerah ini 
memiliki timbal balik secara langsung kepada pembayarnya. Hal ini sejalan 
dengan pengertian Retribusi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 91 Tahun 
2010, bahwa yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah 
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 
Badan. Pendapatan Retribusi Daerah ini serta kaitannnya dengan banyaknya 
pelayanan Pemerintah kepada masyarakat dan juga tingkat kualitas pelayanan 
Pemerintah kepada masyarakat, karena semakin banyak pelayanan yang diberikan 
akan semakin banyak pembayaran Retribusi kepada Daerah. 
2.1.5.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di Pisahkan 
Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang 
dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui 
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anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan 
dipertanggungjawabkan sendiri. Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah 
merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk 
seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. 
Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus 
dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk 
mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititkberatkan kearah 
pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya 
serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat 
adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan 
perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada prinsip 
ekonomi secara umum, yakni efisiensi. (Penjelasan atas UU Nomor 5 Tahun 
1962). Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
yang dipisahkan meliputi : bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba 
lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba 
atas penyetoran modal/ investasi kepada pihak ketiga. 
2.1.5.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang 
tidak termasuk dala jenis-jensi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-
dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah yang mempunyai sifat yang pembuka bagi 
pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa 
materi dalam kegiatan tersebut bertujuan menunjang, melapangkan, atau 
memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu. Lain-lain 
Pendapatan Daerah yang sah, meliputi :  
Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:  
1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan  
2) Jasa giro  
3) Pendapatan bunga  
4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah  
5) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai  
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6) akibat dari penjualan pengadaan barang, dan jasa oleh daerah  
7) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap  
8) mata uang asing  
9) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan  
10) Pendapatan denda pajak.  
11) Pendapatan denda retribusi.  
12) Pendapatan eksekusi atas jaminan.  
13) Pendapatan dari pengembalian.  
14) Fasilitas sosial dan umum.  
15) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.  
16) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.  
Dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang:  
a. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan 
ekonomi biaya tinggi; dan  
b. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat 
mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan 
impor/ekspor. 
2.1.5.5 Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah 
Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah Salah satu pendapatan daerah 
adalah berasal dari pendapatan asli daerah. Dana-dana yang bersumber dari 
pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam 
melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya 
pembangunan daerah, dan juga merupakan alat untuk memasukkan uang 
sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan 
daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai 
jasa tersebut. Tentu dalam hal ini tidak terlepas dari adanya badan yang 
menangani atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut. 
2.1.5.6 Potensi Sumber-sumber PAD 
Beberapa variabel yang dapat mempengaruhi potensi sumber-sumber PAD 
sebagai tolak ukur kemandirian daerah adalah sebagai berikut :  
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1. Kondisi awal suatu daerah (keadaan ekonomi dan social suatu daerah) 22 
Struktur ekonomi dan social suatu masyarakat menentukan tinggi 
rendahnya tuntutan akan adanya pelayanan public sehingga menentukan 
besar kecilnya keinginan pemerintah daerah untuk menetepkan pungutan 
untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya. Tuntutan akan 
adanya pelayanan public yang ada di masyarakat industri dan jasa adalah 
lebih besar daripada tuntutan pada masyarakat agraris (berbasis pertanian).  
2. Perkembangan PDRB perkapita rill Semakin tinggi PDRB perkapita rill 
suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut 
untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah 
tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi PDRB perkapita rill suatu 
daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut, 
sehingga daerah dapat lebih mandiri.  
3. Pertumbuhan penduduk Besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh 
jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan 
yang dapat ditarik akan meningkat pula dan kemandirian daerah juga dapat 
ditingkatkan.  
4. Tingkat Inflasi Inflasi akan meningkatkan penerimaan PAD yang 
penetapannya didasarkan pada omzet penjualan, misalnya pajak hotel dan 
restoran.  
5. Perubahan Peraturan Adanya peraturan-peraturan baru, khususnya yang 
berhubungan dengan pajak dan retribusi, dengan diterbitkannya Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 23 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah membuka peluang yang lebih luas untuk meningkatkan PAD.  
6. Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan 
PAD. Adanya tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam usaha 
peningkatan cakupan ini, yaitu a) menambah objek dan subjek pajak dan 
retribusi; b) meningkatkan besarnya penetapan; c) mengurangi tunggakan.  
7. Penyesuaian tarif Peningkatan pendapatan sangat tergantung pada kebijkan 
penyesuaian tariff. Untuk pajak atau retribusi yang tarifnya ditentukan 
secara tetap (flat) maka dalam penyesuaian tarif perlu mempertimbangkan 
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laju inflasi. Kegagalan menyesuaikan tarif dengan laju inflasi akan 
menghambat peningkatan PAD. Dalam rangka penyesuaian tarif retribusi 
daerah, selain harus memperhatikan laju inflasi, perlu juga ditinjau 
hubungan antara biaya pelayanan jasa dengan penerimaan PAD.  
8. Pembangunan Baru Penambahan PAD juga dapat diperoleh jika ditopang 
oleh pembangunan sarana dan prasarana baru, seperti pembangunan pasar, 
pembangunan terminal, pembangunan jasa pengumpulan sampah, dan lain 
lain.  
9. Sumber Pendapatan Baru Adanya kegiatan usaha baru dapat 
mengakibatkan bertambahnya sumber pendapatan pajak atau retribusi 
yang sudah ada. Misalnya usaha persewaan laser disc, usaha persewaan 
computer atau internet dan lain-lain. 
2.1.6 Pendapatan Transfer 
Menurut Buletin Teknis Nomor 21, Pendapatan transfer atau transfer 
masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan 
dana perimbangan, dana penyesuaian, dan dana otonomi khusus yang diperoleh 
dari Pemerintah Pusat serta dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Pendapatan 
transfer diakui pada saat kas diterima oleh entitas pelaporan.  
Pendapatan transfer ini digolongkan menjadi 2 jenis pendapatan (untuk 
provinsi) dan menjadi 3 jenis pendapatan (untuk kabupaten/kota), yaitu sebagai 
berikut:  
a) Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan, meliputi: Dana Bagi Hasil 
Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi 
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). 
b) Transfer pemerintah pusat-lainnya, meliputi: Dana Otonomi Khusus, Dana 
Penyesuaian . 
c) Transfer pemerintah provinsi, meliputi: Pendapatan Bagi Hasil Pajak, 
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya. 
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2.1.6.1 Dana Perimbangan 
Dalam Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis 
Akrual, dana perimbangan di kategorikan sebagai berikut : 
a.  Dana Bagi Hasil (DBH)  
DBH merupakan jenis transfer yang menurut ketentuan perundang-undangan  
merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Pemerintah Pusat yang 
sebagian  dibagihasilkan kepada Daerah berdasarkan persentase tertentu untuk 
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.  
b.  Dana Alokasi Umum (DAU)  
UU. No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah menyebutkan bahwa pengertian dana alokasi umum(DAU) adalah dana 
berasal dari penghasilan Anggarann Pendapatan dan Belanja Negara yang 
dikhususkan sebagai pemerataan kemampuan keuangan diantara pemerintah 
daerah yang satu dengan pemerintah daerah yang lainnya, serta mewujudkan 
implementasi atas kebijakan desentralisasi. 
DAU merupakan jenis transfer dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan 
kepada  pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka 
pemerataan kemampuan  keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan 
daerah dalam rangka pelaksanaan  desentralisasi. DAU untuk suatu daerah 
dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri  atas celah fiskal dan alokasi 
dasar. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan  fiskal dan kapasitas 
fiskal. Kebutuhan fiskal diukur dengan menggunakan variabel jumlah  
penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik 
regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Kapasitas fiskal 
diukur berdasarkan pendapatan asli daerah dan DBH. Alokasi dasar dihitung 
berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah. 
c.  Dana Alokasi Khusus (DAK)  
DAK adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan 
untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah 
dan sesuai dengan prioritas nasional. Penentuan daerah tertentu didasarkan 
pada kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.  
Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dana 
Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai 
kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk 
mendanai kegiatan khusus yang sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan 
dalam APBN yang merupakan urusan Daerah.  
  Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria 
khusus, dan kriteria teknis.  
(1) Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan 
Keuangan Daerah dalam APBD.  
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(2) Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan 
perundangundangan dan karakteristik Daerah.  
(3) Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen 
teknis.Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping 
sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK. Dana 
Pendamping dianggarkan dalam APBD. Daerah dengan kemampuan fiskal 
tertentu tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping.   
 Dana Alokasi Khusus (DAK) diketahui memiliki tujuan pembangunan 
sebagai berikut:  
(1) Mendukung pencapaian prioritas nasional, termasuk program-program 
prioritas nasional yang bersifat lintas sektor/kewilayahan sesuai dengan 
kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure 
framework) dan penganggaran berbasis kinerja (performance based 
budgeting);  
(2) Membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif 
rendah dalam membiayai pelayanan publik dalam rangka pemerataan 
pelayanan dasar dan mendorong pencapaian SPM;  
(3) Meningkatkan kualitas perhitungan alokasi DAK, serta mempercepat 
penyusunan petunjuk teknis penggunaan DAK yang ditujukan untuk 
mendorong penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
yang efektif, efisien, dan tepat waktu;  
(4) Meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di 
pusat dan daerah sehingga terwujud sinkronisasi kegiatan DAK dengan 
kegiatan lain yang didanai dari sumber-sumber pendanaan lainnya;  
(5) Meningkatkan penyediaan data-data teknis yang lebih akurat sebagai basis 
kebijakan kementerian dan Iembaga dalam rangka meningkatkan keserasian 
dan menghindari duplikasi kegiatan antar bidang DAK;  
(6) Mendorong penggunaan kinerja pelaporan sebagai salah satu pertimbangan 
dalam penyusunan kriteria pengalokasian DAK 
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2.1.6.2 Transfer Lainnya  
Selain kelompok dana perimbangan yang diatur khusus dalam UU 
33/2004, terdapat kelompok dana transfer yang dialokasikan dalam rangka 
memenuhi ketentuan perundang-undangan tertentu atau pelaksanaan program-
program khusus pemerintah.  Jenis dana selain kelompok dana perimbangan dapat 
berubah dari tahun ke tahun. Misalnya pada tahun anggaran 2008 terdapat Dana 
Infrastruktur Sarana dan Prasarana yang tahun-tahun terakhir ini tidak 
dialokasikan lagi. Jenis data transfer berikut adalah jenis dana transfer selain dana 
perimbangan pada saat buletin teknis ini disusun.  
a.  Dana Otonomi Khusus (Otsus)  
Dana Otsus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan 
otonomi khusus suatu daerah. Saat ini, transfer dana otonomi khusus terdiri 
atas: transfer Dana Otsus Papua dan Papua Barat berdasarkan UU nomor 21 
tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah 
diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-undang dan transfer Dana Otsus 
Aceh berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 
b.  Dana Keistimewaan  
Jenis dana ini dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan 
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 13 
tahun 2012 tentang  Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana ini 
dianggarkan setiap tahun dalam APBN dan disalurkan dengan persyaratan 
tertentu sehingga apabila persyaratan tidak terpenuhi, maka jumlah yang telah 
dianggarkan tidak akan disalurkan/direalisasikan seluruhnya. 
c. Dana Transfer Bidang Pendidikan  
Kelompok dana transfer untuk bidang pendidikan terdiri dari Tambahan 
Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dana Tunjangan Profesi Guru, 
dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sesuai namanya, pemanfaatan 
dana ini  sangat terbatas dan tidak diperbolehkan untuk pemanfaatan yang lain 
walaupun terdapat  sisa dana dalam rekening entitas penerima. 
d.  Dana Transfer Lainnya Terkait Program Tertentu Pemerintah  
Jenis dana transfer ini dapat berubah-ubah setiap tahunnya dan dapat pula 
berkelanjutan. Dana transfer yang berkelanjutan yang sudah lebih dari 5 tahun 
adalah Dana Insentif Daerah (DID) yang dikaitkan dengan kinerja keuangan 
pemerintah daerah dan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi 
(P2D2) terkait dengan kinerja pemanfaatan DAK yang dimulai tahun 2011. 
Jenis dana transfer lainnya yang tidak berkelanjutan misalnya Dana Percepatan 
Pembangunan Infrastruktur Daerah pada tahun 2011, Dana Penyesuaian 
Infrastruktur Daerah tahun 2011, Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan 
Percepatan Pembangunan Daerah tahun 2009 dan  sebagainya.  
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e.  Dana Desa 
Sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa diatas merupakan dana 
yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer 
melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan  untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan dan  pemberdayaan masyarakat. Secara umum dana ini 
dialokasikan sebesar 10 persen dari alokasi anggaran transfer pada APBN.  
2.1.6.3 Dana Transfer Daerah  
Selain transfer dari pusat ke daerah, pada tingkat pemerintah provinsi dan 
kabupaten maupun kota juga terdapat praktik transfer antar pemerintahan. Dana 
transfer dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota terdiri dari DBH Pajak dan 
Bantuan Keuangan. Dana transfer dari kabupaten/kota ke desa dapat terdiri dari 
DBH Pajak, Bantuan Keuangan dan Alokasi Dana Desa 
a.  Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi 
Berdasarkan peraturan perundang-undangan, semua jenis pajak provinsi 
dibagihasilkan ke kabupaten/kota dengan porsi tertentu. Sesuai dengan bagi 
hasil pada Pemerintah Pusat, bagi hasil dari provinsi juga berdasarkan realisasi 
pendapatan  perpajakan. Alokasi anggaran bersifat estimasi, sedangkan hak dan 
jumlah yang dilakukan setelah terdapat realisasi. Pada akhir tahun, realisasi 
pendapatan yang sudah diterima dan belum tersalur akan disalurkan pada tahun 
anggaran berikutnya. 
b.  Dana Bagi Hasil dan Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/Kota 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, paling sedikit 
10 persen dari pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan dana 
perimbangan selain DAK yang diterima kabupaten/kota wajib dibagihasilkan 
atau ditransfer ke desa. Dengan mengacu pada ketentuan dimaksud, maka 
bagian tertentu dari pendapatan pajak dan retribusi pada pemerintah 
kabupaten/kota menjadi beban transfer. Besaran bagian tertentu dimaksud 
ditentukan oleh masing-masing entitas kabupaten/kota dengan  minimal adalah 
sepuluh persen.  
c.  Bantuan Keuangan  
Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada entitas/daerah lain 
dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan daerah 
atau desa penerima. Contohnya adalah bantuan keuangan dari provinsi ke 
kabupaten/kota serta desa dan bantuan keuangan dari kebupaten/kota ke desa. 
2.2 Peneltian Terdahulu 
Berikut adalah penelitian terdahulu dalam penelitian ini: 
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Tabel 2. 3 
Penelitian Terdahulu 
Judul Peneliti Metode Penelitian Hasil Penelitian 
Pengaruh PAD, 
DAU, dan SiLPA 












M : Pertumbuhan  
       ekonomi 










1. Pendapatan Asli 
Daerah berpengaruh 
positif dan signifikan 
pada belanja modal. 
2. Dana Alokasi Umum 
berpengaruh positif 
dan signifikan pada 
belanja modal.. 
3. Sisa Lebih 
Pembiayaan Anggaran 
berpengaruh positif 
dan signifikan pada 
belanja modal. 
4. Pertumbuhan ekonomi 
tidak berpengaruh 
signifikan pada belanja 
modal. 




Dana Alokasi Umum 
dan Pendapatan Asli 
Daerah pada belanja 
modal, namun dengan 




dan tidak mampu 
memoderasi Sisa 
Lebih Pembiayaan 
Anggaran pada belanja 
modal. 
Pengaruh Pendapatan 
Transfer dan SiLPA 
Terhadap Belanja 





X1: Pendapatan  
       Transfer 
X2: SiLPA 






1. Transfer pemerintah 
pusat melalui sumber 
dana DBH, DAU, 
DAK dan OTSUS 
memiliki pengaruh 
positif terhadap 
belanja modal.  


















X2: Dana  
       Perimbangan 









1. PAD memiliki 
pengaruh yang 
signifikan terhadap 
belanja daerah.  





3. Pendapatan asli daerah 





Pengaruh PAD, DAU 
dan DAK Terhadap 
Belanja Modal Kota 

















1. PAD positif terhadap 
Belanja Modal pada 
kota dan kabupaten di 
Provinsi Bali.  
2. DAU positif terhadap 
Belanja Modal pada 
kota dan kabupaten di 
Provinsi Bali 
3. DAK positif terhadap 
Belanja Modal pada 
kota dan kabupaten di 
Provinsi Bali. 
Pengaruh Pendapatan 
Asli Daerah (PAD), 
Dana Alokasi Umum 



















1. Semakin Besar/Tinggi 
Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Maka 
Akan Semakin Besar 
Juga Alokasi Belanja 
Modalnya. 
2.  Semakin Tinggi Dana 
Alokasi Umum (DAU) 
Atau Dana Alokasi 
Khusus (DAK) Maka 
Akan Semkin Besar 
Juga Alokasi Belanja 
Modal. 
Analisis Faktor – 
Faktor yang 
Mempengaruhi 
X1: Pendapatan  
       regional perkapita 
X2: PDrB 
1. Pendapatan regional 
perkapita berpengaruh 




Modal (Studi Pada 
Pemerintah 
Kabupaten/Kota Di 
Jawa Tengah  Tahun 
2015-2017. 
 






X5: Rasio kemandirian  
       keuangan 
       daerah 

















3. DAU berpengaruh 
positif terhadap alokasi 
belanja modal. 
4. PAD berpengaruh 
positif terhadap alokasi 
belanja modal. 






Asli Daerah Terhadap 





















variabel lain di luar 
model penelitian ini. 
2.3 Kerangka Pemikiran 
Menurut Sugiyono (2013) kerangka pemikiran merupakan model 
konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang 
telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dan mendasar serta pondasi bagi 
setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan 

























Sumber: Penulis, 2020. 
Gambar 2. 1 
Kerangka Pemikiran 
Berdasarkan gambar 2.1 peranan kerangka pemikiran pada penelitian ini 
sangat penting untuk menggambarkan secara tepat  objek yang akan diteliti dan 
dianalisis kekuatan variabel bebas yaitu: Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan 
Transfer terhadap Belanja Modal secara parsial baik simultan 
2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal 
Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 
dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizal, dkk 
(2019) berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja 
Modal Di Kota Langsa menyimpulkan penelitian pada Kota Langsa menunjukkan 
bahwa penambahan Pendapatan Asli Daerah, mempunyai pengaruh positif 
terhadap belanja modal. 
2.3.2 Pengaruh Pendapatan Transfer terhadap Belanja Modal 
 Pendapatan transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. 
Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jikwal, dkk (2017) 
berjudul Pengaruh Pendapatan Transfer dan SiLPA Terhadap Belanja Modal Di 
Kabupaten Mamberamo Tengah menyimpulkan penelitian pada Kabupaten 
H2 
 















Mamberamo Tengah menunjukkan bahwa penambahan Pendapatan Transfer, 
mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal. Pendapatan Transfer 
merupakan pendapatan yang mendominasi pada suatu daerah. 
2.3.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer 
terhadap Belanja Modal 
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wati, dkk (2019) berjudul 
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap 
Belanja Modal pada Kota Bandung, menyimpulkan penelitian pada Kota Bandung 
menunjukkan bahwa penambahan Pendapatan Asli Daerah dan Dana 
Perimbangan mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal. 
2.4 Hipotesis Penelitian 
Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang 
kebenarannya harus diujji secara empiris. Berdasarkan kerang pemikiran diatas 
maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut: 
H1  : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada 
Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. 
H2  :  Pendapatan Transfer berpengaruh terhadap Belanja Modal pada 
Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. 
H3  : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer berpengaruh 
terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten /Kota Provinsi 
Sumatera Selatan. 
 
